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RINGEASAN

Pertumbuhan penduduk perkotaan yang begiu pesat saat ini tentunya
akan menyebabkan berkembangnya berbagar kebutuhan perumahan dan fasilitas
pelayanan kota sepert air bersih, lisink, jalan, taman dan sebagainya yano tentu
saja memerlukan ruang atau wnah untuk keberadaannya Akan telapi dalam upaya
pemenuhan kebutuhan tersebut, pemenmtah menghadapi berbapai kesulitan,
terutama yang berkaman dengan wanah dan dang,

Pelaksanaan Konsohidasi wanah pada dasamya akan menguntungkan
kedua belah pihak yang terhibat & dalamnyn, Mamun dalam pelaksanaannya
sering mengalami kendala, baik dan sisi masyarakat maupun sisi pemerinah,
Mungulnys  permasalaban  wrsebut  bahkan  mengakibatkan  tertundanya
pelaksanaan Konsohidasi Tanah, Berdasarkan latar belakang vang ada inilah, maka
dalam penulisan sknpst im penulis mengambil judul “Tinjauan Terhadap
Pelaksanaan Konsolidas: Tanah Perkotaan (Studi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
Perkotaan di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso). "

Dalam penulisan skripsi imi penulis menggunakan metode penulisan
Yuridis Sosiologs, sumber data yang digunakan dalam pandangan penulis adalah
sumber data prnmer yang dipenuhi dari wawancara di Kamtor Peranahan
kabupaten Bondowoso dan sumber data sckunder dan persturan hukum dan
undang-undang. Pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan analisa
datanya dengan desknpiif kualitatif. Tujuan penulis adalah untuk mengkaji dan
menganalisa pelaksanaan Konsohidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten Bondowoso,

Pelaksanaan Konsohidasi Tanah di Desa Bataan, kecamatan Tenggarang,
Kabupaten Bondowoso berawal dan adanya permobonan oleh  Koperasi
Primkopol Besuki untuk mendinkan perumahan bagi para anggotanya. Disamping
e juga ada keingmnan untuk segera mendaftarkan tangh terschut guna
mendapatkan sertipikat hak atas tanahnya. Tanosh vang dimohonkan untuk
dikonsolidasi seluas kurang lelwh 3,829 hekiar, namun setelsh dilakukan
pengukuran kembal: oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso temyata luas

x11
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tanah tersebut adalah 4,4167 hekiar, Pelaksanaannya berlangsung selama 6 bulan
mulas dan tohap pertimbangan lokasi, penyuluhan sampar pada sertipikast.

Dan hasil analisa dikewshui bahwa dan seg prinsip, pelaksanaan
Konsohdasi Tanah di Desa Bataan sudah berpedoman pada prinsip pelaksanaan
Konsolidas: Tanah yang berlaku Selama pelaksanaan Konsolidasi Tanah tidak
diketernukan adanya hambatan maupun kendala, karena hal tersebul didukung
oleh kenjasama vang baik antara pelaksana dan peserta konsolidasi,

MNamun kendals umum yang dihadapi dalam pelaksanaan Konsolidas:
‘Fanah, yanu kesulitan dolam pembangunan fisik di lapangan, mengingat proyek
i merupakan swadaya murm masyarakat schingga pelaksanaan hisik sangm
bergantung  pada Kemampuan pesena  konsohidasi  Setelah  dilaksanakan
konsolidasi masvarakat banvak merasakan manfaatnya seperti lingkungan tertata
rapt dan memenuhi syarat siap bangun,

Kesimpulan  vang  diambil  penulis dalam  skripsi  adalah  dalam
pelaksanaan konsohidasi Tanah harus berpedoman pada prinsip pelaksanaan
Konsehdasi Tanah maupun tata cam pelaksanaannya. Denpan aadanya pelaksanan
honsolidass Tanah, maka berakibal serupikat yang lama akan dimhan dan
dimusnahkan serta scbagm gantinva akan diterbitkan sertipihat yang bamu sesuai
data fistk maupun data yundis setelah dikonsolidasi. Saran penulis bahwa
sebelum  pelaksanaan Konsolidasi Tanah perlu dilakukan analisa mengena
kondist sosial ekonomi masyarakat dan persepsi masyarakatl mengenai konsep dan
tekms pelaksanaan konsohdasi, Untuk wakiu penyelesaan sertipikat perlu
diperhankan, karena penerbitan sertipikat ini merupakan salah satu pendorong
masyarakat untuk 1kut scria dalam proyek Konsolidasi Tanah,

xiii
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BARBI =
PENDAHULUAN

L1 Lavtar Belakang

Ragr bangsa Indonesia anah adalah karuma Tuhan Yang Maha Fsa dan
merpakan kekayvaan nasional, dimana hubungan antara bangsa Indonesia dengan
wnah hersifat obadi.  Scbagmr modal dasar pembangunan  nesional, tanah
mempunys karaklenstik yang unik, vanu muladimensional, multisekioral dan
multidisiplin. Oleh karena itu harus dikelola secara cermat di masa sckarang
maupun untuk nasa vang akan datang

Landasan kebijakan (politk) hukum pertanahan Indonesia adalah pasal 33
avat {3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 5 Tahuin 1960
tentang  Pokok-pokok Agrana (UUPA), yang mengamanatkan bahwa negara
sehagnl orgamsast kekuasaan dan seluruh rakyat Indonesia pada tingkatan
tertingg diben wewenung untuk mengelola pertanahan bagi kesejahteraan Bangsa
Indonesin. Hal terschut dimaksudkan agor tanah dapat memberikan manfaal yang
sebesar-besarmya bagl kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan
dan kemerdekaan dalam masyarakat, bangsa dan negara vang merdeka, berdaulat,
adit dan makmur

Tanah sebaga sumber daya alam wapb kita syukuni, lindungi dan kita
kelola untuk mewujudkan pembangunan nasional demi tercapainya kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat vang adil dan makmur. Bebagai bentuk hubungan hukum
atas tanah yang berupa hak-hak penguasaan atas tanah memberikan wewenang
hagi pemegang hak atas tanah tersebut untuk berbuat sesuatu atas tanah yang
dihaki, namun demikian pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan untuk berbimt
sewenang-wenang atas tanshnya. Hal ini dikarenakan di samping kewenangan
vang duniliknya, 1@ juga mempunyal kewapiban-kewajiban tertentu dan harus
mermnperhatikan larangan-larangan yang beraku bagi pemegang hak atas wnah.

Di dulwn pasal & UUPA dinyatakan babwo “seriap hak aias tanah
amcmprryad fungest soxtal . sehingea o fungsi sosial atas setiap bak atas tanah
Juga  harus  senantipsn menjadi  pedoman  dalam  menjulankan  hak  dan
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kewajibannya sebagal pemegang hak atas tangh, Oleh sebab itu agar penggunaan
dan penguasaan tanah sesuail dengan program-program pembangunan, maka perlu
diselenggarakan penatagunaan tanah yang sesuai dengan penpaturan penggunaan,
penguasaan dan pemilikan tanah.

Pengelolaan sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara terencana,
terkoordinas: dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan
dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang
dalam suptu kesatvan hingkungan hdup sesual dengan pembangunan yang
berwawasan lingkungan melalu penatasn ruang, vaitu sebagai suaty proses
perencanaan taia ruang, pemanfastan reang dan pengendahan pemanfaatan ruang
untuk mencapai tata ruang yang optimal, serasi, selaras dan scombang

Dalam rangka menuju tercapainva cila-cila tersebul  distas, muka
pemenntah melaksanakan program pembangunan antara lan dalam bentuk
pembangunan untuk kepentingan umum berupa penyediaan sarana dan prasarana
lingkungan seperti pembangunan sarana jalan, saluran pembuangan air, sekolah |
tempat ibadah, lasilnas sosal, kesehaton dan lmn sebhagainya.

Namun demikian dalam pelaksanaannya pemenntah sering menghadapi
berbaga kendala, terutama dalam proses pengadaan tanah, diantarznya -

a. tiduk tercapainya kescpakatan harga tanah antars pemilik tanah dengan
pemenmnh;

b pemilik tanah tdak bersedia  melepaskan tanah untuk  dijual kepada
pemenniah dengan berbaga alasan,

¢. kurangnya anggaran vang disediakan.

Sedangkan pembangunan yang dilaksanakan atas inisiatif sendin oleh
masyarakat juga sering menhadapr masalah, antara lain
a  belum tersedianya sarana dan prasarana lingkungan yang mendukung dan

masyarakat sendin tdak mampu untuk menyediakan sendin,
b pembangunan vang bersifat alami dengan penvedioan sarana dan prasarana
lingkungan apa adanva dan tidak memperhatikan rencana tata ruang wilayah

vang ada;
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Untuk pembangunan vang dilakukan oleh investor swasta masalah yang
sering muncul sangat dipengarum oleh fakior-fakior
a. tersedianya modal, termasuk tanah,

b. daya beh konsumen' masyarakat;

Untuk menpgurang berbapm kendala tersebut maka salah satu program
yang dapal dilaksanakan ddlam rangka pembangunan suatu kawasan agar sesual
denpan rencana tala ruang vang ada, tanpa mengorbankan kepentingan berbagai
pithak khususnva masyarakot (pemepang hak atas tanah) adalah melaim program
Konsohdas: Tanah.

Konsolidasi Tanah merupakan kebijjakan dibidang pertanaban mengena
penataan kembah penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha penpadaan tanah
untuk kepentingan pembanpunan dan penyesuaian penggunaan tanah dengan
Rencana Tata Gona Tanah/ Tata Ruang serta meningkatkan kualitas hingkungan
tmdup dalam rangka pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan uraian diatas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis
berkeinginan mengkap  permasalahan tersebut dalam  sknpsi dengan  judul
*TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
PERROTAAN" (Studi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Di Desa
Batnan, hecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso)

| 2 Ruang Lingkup

Dalam penuhsan sknpst im agar tdak kabur dan akan mempermudah
dalam pembahasan selanjuinya, maka peouhs membatusi ruang  hingkup
permasalahan pada bidang hukum penanahan, vakni mengensi pelaksanaan
Konsohidasi Tanah khususnya wilayah pinggiran perkotaan, vang lebih khusus
lag penubis mengaminl daerah penclman di wilayah Kabupaten Bondowoso.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraman dalam latar belakang diatas, maka yang menjad
permuasalahon pokok dalom penulisan skrips: im adalah sehagm benkut
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L

bagaimanakah pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Batean,
Kecamaian Tenggarang ?
bagmmanakah akibat hukum dean pelaksanaan Konsolidasi Tanah terhadap
sertiprkat hak atas tanah 7

L4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapa dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam dua

hial, yariu tujuan umum dan tujuan khusus.

L4 Tujuwan Umum

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan vang bersifal

umum, vanu

1

merupakan twjuan yang bersifat akademis, yvaitu guna memenubi salah satu
syarat akhir dalam mencapm gelar kesarjanaan (51) pada Fakultas Hukum
Universitas Jember ;

merupakan suatu sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya
pada bidang hukum pertanahan/agraria vang diperoleh dari perkuliahan yang
bersifat teontis dan membandingkan dengan prakiek -

uniuk mengembangkan pemikian dan pengehuan yang berguna bagi
kalangan umum, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater

tercimia Umversitas Jember

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang penulis maksudkan dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagal benkut

[

g

untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan Konsolidasi
Tanah khususnya pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Bataan,
Kecumatan Tengparang;

untuk mengetahu bagaimana akibat hukum dan pelaksanasn Konsolidasi
Tanah terhadap sertipikat hak atas tanah tunah
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1.5 Metode Penulisan

Meinde adalah prnsip-prinsip dan prosedur mendekati masalah dan
mencari jawabannya Untuk menvusun sknpsi ini dibutuhkan metode-metode
tertentu guna mengumpulkan data, analisa data maupun menank kesimpulan.
Metode ini digunakan dengan tujuan agar diperoleh data yang obyekif serta
analisa yvang tepal sehingga hasil pembahasan ini dapat memenuhi persyaratan

penulisan vang bersifat 1lmiah

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah vang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode yundis sostologis, vaitu pendekatan masalah vang dilakukan dengan
mengadakan penclitian di lapangan dun tanya jowab terhadap pihak Kantor
Perignahan Kabupaien Bondowoso seria pihak-pihak  yang lerkail untuk
mendapatkan data dan keterangan yang akan digunakan sebagal sumber
penyusunan skripsi ini (Soemitro, 198% © 52),

1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dan suatu penelinan yang dipergunakan
untuk memecahkan masalah vang ada. [ dalam penyusunan skripsi ini, sumber
data vang digunakan adalah :
I. Sumber Data Primer

Data primer adalah data dasar atau data ash yang diperoleh peneliti dan
tangan pertama, dan sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan belum
diuraikan cleh orang (Hilman Hadikusuma, 1995:65)

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penulisan skripsi i penulis
memperolech data primer melalui konsuliasi dan wawancara secars langsung
dengan bapak R. Wahyu Widodo (Kepala Seksi Pengaturan Dan Penguasaan
Tanah Kantor Pertenahan Kabupaten Bondowoso) dan bapak Imam Suparto serta
bapak Kacung {Pengurus Pnmkoppol).
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1. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data-daa yang diperoleh peneliti dan kepustakaan
dan dokumentas: vang merupakan hasil penelition dan pengolahan orang lan vang
biasanya disediakan & perpustakaan ataw milik pribadi peneliti. (Hilman
Hadikusuma, 1995:65).
Oleh  karena itu, guna mendukung bahan hukum pnmer dalam
penulisan skripst im, maka dalam deta sckunder ini mengambil dani beberapa hal,
vailu
a) Undang-undang dan Peraturan-peraturan vang berkaitan dengan materi yang
dibahas, sepernn ULY No5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agruna, dan Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 1991 (entang Konsolidasi
Tanah

b} Reputusin-keputusan  dan  pejabat-pejabat  vang  berwenang,  seperti
Keputusan Kepala Kamwal BPN Propinsi, dan Keputusan Kepala Kamor
Pertunahan Kabupatenkom

c) Dokumen-dokumen vang mendukung guna  penulisan  skripsi, vang
dikeluarkan oleh pejabat vang berwenang, seperti Peta lokasi konsolidasi, site
plan wanah, surat Permohonan

Data-data schunder tersebut diatas schagian besar diperoleh penulis dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso vang masih mempunya kaitan dengan
penulisan sknpsi im

1.5.3 Metode Pengumpuolan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangal erst hubungannya dengan
sumber data, karena melalui pengumpulan data un akan diperoleh data yang
diperiukan untuk selanjuinya danalisa sesuai dengan yang diharapkan. Dalam
penulisan skripst im penubis menggunakan teknik pengumpulan data, vaitu
meladur :
1. Studi Lapangan

Merupakan metode pengnumpulan dats yang dilakukan melalul cara
mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan
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konsolidasi tanah, vaitu dengan Bapak R, Wahyu Widodo (Kepala seksi
Pengaturan Dan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowose)
dan Bapak Imam Suparto seria Bapak Kacung (Pengurus Primkopol Besuki),
2. Studi Literatur

Merupakan melode pengumpulan data yang diperoleh dan literatur dengan
cara mempelajan dan menelaah buku-buku vang berhubunpan dengan bidang
hukum agrana, khususnya yang menyangkut dengan permasalaban vang akan
dibahas dalam sknpsi i

1.5.4 Analisa Data

Data vang diperoleh bark dan studi lapangan maupun studi dokunien pada
dasarnva merupakan data tataron yang dianahisis secara desknptif kualitanf, vaiu
setelah data terkumpul kemudian dituangken dalam bentuk uraian logis dan
sistemans, sclanjuinya dmnahsa untuk memperoleh  kejelasan  penvelesaian
masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, vaitu dari hal yang bersifat

uimum menuju hal vang bersifat Khusos. (Soerono Sockanto 1986 : 3}
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BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Konsolidasi Tanah vang dilaksanakan di Desa Bataan, kecamatan
Tengearang berawal dan adanya permohonan dard Koperasi Pimkoppol Besuks
(Primer Koperasi Kepolisian) untuk menyediakan tanah yang akan digunakan
untuk perumahan bag para anggotanya.

Scjak tahun 1985 Primkoppol tclah membeli tanah seluas Kurang lebah
3829 hektar dan warga sciempal. Kondisi tanah pada wakiu itu masih berupa
tanah persawahan vang kemudian tanah tersebut dikeringkan selama kurang lebih
12 thun. Dan keberadaan tanah terscbut terdapat 4 (empat) seripikat, karena
sebagian besar tanah ifersebut dikvasa oleh 4 orang sedangkan sebaman lag
dikuasai oleh warga dengan tanda bukt keterangan letter C di kerawangan desa.

Ada kemginan dan pihak Primkoppol Besuki untuk mendaftarkan tanah
tersebut agar mendapatkan sertipikat bagi tanah yang belum bersertipikat,
disamping perubahan nama pemilik tanah. Semula atas tanah scluas kurang lebih
3 B29 hektar tersebut akan dibuatkan satu semipikar induk atas nama Primkoppol
Namun setelah dilakukan konfirmasi dengan parn anggotanya/pemilik tanah
scbagian besar menginginkan sertipikat diterbikan atas vap-tiap bidang tanah
agar lehih efisien, karena bidang-bidang tanah tersebut sudah dinuliki oleh para
anggotanya. Pada wahun 1997, Pnmkoppol mengajukan permohonan kepada
Pemda selempal untuk mendapatkan Swrat ljin Mendinkan Bangunan (IMB),
Pemnda berpendapal bahwa harus dislakukan tahap pengermgan terlebih dahulu
selama kurang lebih 3 bulan padahal kondisi tanah tersebut sudah kering dan
sudah layak untuk didinkan bangunan,

Sebelumpya Primkoppol  Besuky  sudah  mempunyal  rencana  untuk
membangun  sualu kompleks perumahan yang  diperuntukkan  bap  para
anggotanya Aken tetapi, Pnmkoppol banyak mengalami  kendala, seperts : ada
schagan anggota (pemilik tanah) yang menjual tanahnya karena ndak sabar
menunggu bk terbitnya Surat 1jin Mendirikan Bangunan maupun sertipikat hak
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atas tenah dan ada tanah Bengkok yang letaknva ada ch antara tanah yang akan
didinkan bangunan.  Sehingga Primkoppol  berkoordinasi  dengan  Kanior
Penanahan kabupaten Bondowoso,  Kantor Persnahan Kabupaten Bondowoso
menawarkan sebuah solusi, yakm lewat kegiatan Konsolidasi Tanah, dimana
dalam pelaksanaan Konsolidas Tanah untuk tanah yang belum bersertipikat tdak
perlu didaftarkan, oleh karena dalam pelaksanaan Konsolidas: Tanah hal tersebut
sudah termasuk satu paket kegiatan Konsolidasi Tanah,

schagmmana ditur dalam Surat BEdaran Menten Agrana No410-55
tentang Orgamsas: peserta Konsolidast Tanah dinyvatakan bahwa koperast/'yayasan
merupakan organisast formal yvang mewadahi par anggotanya, yvang dimaksudkan
untuk kemudahan dalum pelaksanaan Konsolidasi.

Sebelum  dikonsohdast sile kaphing tanah yvang sudah dimibiki oleh
Primkoppol masith semrawut atau masih terlalu banvak jalan, kondisi jalan masih
sempit, dan harga tanah pada waktu itu total semuanys sehesar Rp 80 juta dengan
4 sertipikm

Setelah dikonsolidasi kondisinya berubah dimana kapling tanah sudah
tertala rapl, hoarga tanah memngkat 2 (dua) kali lipat, vaitu sebesar Rp 200 juta
dan masing-masing bidang tanah sudah diterbitkan surat tanda bukii hak atay
sertipikatnya dengan 153 sertipikat hok milik dan 1(satu) sertipikat hak pakai.

Pada pengamatan di lapangan, saat ini 1anah i lokasi masih berups tanah
kosong. Pelaksanaan hisik & lapangan lelah sampal pada pemasangan patok-patok
uleh Kantor Pertanahan. Tanah vang dikonsohdas: ditata sedemikian rupa dalam
bentuk kaphng-kaphng, jalan, dilengkapi dengan prasarana umum. Kapling yang
dihasilkan sebanyak 154 kapling dengan luas kapling vang bervariasi yaitu antara
200 sampai dengan 800 m°, Pembuatan badan jalan dan pengerasan jalan belum
tampak i lapangan. Pembangunan fisik dalam hal i berupa pembangunan
rumah, musholla, jembatan, makam belum ada tanda-tanda akan dibangun, Hal i
mungkin discbabkan kewerbatasan dana dun pemilik, mengingat proyek ini
merupakan swadava mumi  Koperasi kepolisian Besuki, sehingga biaya
pelaksanaan harus ditanggung oleh pemilik tanah (anggota Primkopol ).
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2.2 Dasar Nukum

Dasar hukum sebagai landasan yuridis dalam penulisan sknipsi yang
berjudul | TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN KONSOLIDASI
TANAH PERKOTAAN (Studi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Di
Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso) adalah sebagai
berikui:
|, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agrana;

bt

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1552 tentang Penataan Ruang,
Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaliaran Tanah;
4. Permwran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang

e

Konsolidasi Tanah:

5. Peratran Menten Negara Agrana'Kepala BPN Nomeor 3 Tahun 1999 tentang
Pelimpahan Wewenang Pembenan dan Pembatalan Keputusan Pembenan Hak
alas Tanah Negara;

& Surat Edaran Menteri Agraria /Ka BPN Nomor 410-35 tentang Orpanisasi
peseria Konsolidas: Tanah;

7. Surat Edaran Menten Agrania/Ka, BPN Nomor 410-4245 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Konsolidas Tanah,

% Surat Edaran Menten Aprana’Ka, BPN MNomor 462-3872 tentang Penetapan
Lokas Konsohidasi Tanah,

9 Surat Edaran Menten Negara AgranaKaBPN No.410-2048  tentang
Peningkatan Pelavanan konsolidas Tansh,

10. Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Timur No. UL352000 tentang
Penegasan Tanah Negara Obyek Konsolidast Tamah Perkotaan i Desa
Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,

11. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso No. 03-410-
353-0-2000 wntang Penctapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Desa Bataan,
Kecamptan Tengearang, Kabupaten Bondowoso.
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2.3 Landasan Teori
1.3.1 Konsolidasi Tanah
A. Pengertian Konsolidasi Tanah

Permasalahan  tanah merupakan masalah yang kompleks, hal i
disebabkan memngkatnya kebutuhan akan tanah sedangkan fanah merupakan
komoditi yang terbatas jumlahnya Adakalanya tanah yang ada udak teraur
letaknya dan tidak dilengkapi dengan penyedizan sarana dan prasarana yang
mencukupi sehingga memungkinkan untuk menjadi “Slum "{dacrabh  kumuh).
Untuk mengatas: masalah ini maka tanah yang ada harus dimanfaatkan seefisien
dan seefektif mungkin Salah sau elemen pengaturan tanah perkotaan adalah
Konsolidasi Tanah
Ada beberapa pengertian mengenai Konsolidasi Tanah yang satu sama lain seling
melengkapi.

Menurut peratuan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 tahun 1991

pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa

“Konsolidasi Tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan
kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah
untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan
dan pemeliharasn sumber daya alam dengan melibatkan panisipasi akuf
masyarakat. ™

Archer (dalam Fitri Novianty R, Kusuma, dkk., 1995 : 13) berpendapat :

Ada dua penpertian Konsolidasi Tanah yaitu suatu teknk imternasional
unfuk mengatur dan membiayai perubahan tanah pertaman/pedesaan
menjadi 1anah perkotaan dan tanah-tanah disatukan untuk direncanakan,
diperbaiki, dan dibagi-bagi dengan biaya proyek dan keuntungan yang
dapat dibagi di antara pemilik wnah, Sedangkan pengertian kedua yaiu
suatu teknik perkembangan tanah yang digunakan di beberapa negara
untuk mengatur dan membiayai perkotaan khususnya di daerah pinggiran,
dan tanab-tanah tersebut digabung untuk penvatusn desain, perbaikan dan
pembagian ke dalam susunanftata ruang seperll jaringan jalan, ruang
tebuka dan plol pembangunan untuk mendapatkan biaya proyek dan
menyebarkan kembali kepada pemilik tanah,

Menurut Kitay ( dalam Frin Nowianty R Kusuma, dkk, 1993 :13)
berpendapat :

“Konsolidasi Tanah merupakan kerasama vang melibatkan kontribusi

taneh dan penulik tanah, dan pelayanan dari pemerintah. Prosedurnya
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melibatkan koordinasi perkumpulan pemilik tanah, yang Masanya
dipimpin oleh pejabat setempal yang akan mengumpulkan tanah dan
memberikan sebagian kecil untuk kepentingan umum.”

Direktorat Agrana Indonesia (1984 : 4) berpendapat bahwa |

“Konsolidasi Tunah merupakan suatu model pembangunan  yang
mengatur semua bentuk tanah yang semula terpecah-pecah dengan bentuk
yang tidak teratur menjadi tanah-tanah yang bentuk dan tata letaknya

teratur, melalui cara pergeseran, penataan, penukaran, penggabungan,
pemecahan, penghapusan dan pembangunan fasilitas umum seperti jalan,
jalur hijau dan sehagainya, sehingsa menghasilkan pemanfaatan yang
lebih baik (ckonomis) dan memenuhi berbagai persyaratan”
Dari heberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Konsolidasi
Tanah adalah seatu perangkat  kebijaksanaan tamah  dalam  upaya
pengaturan/manajemen kepemilikan dan guna tanah dengan menata kembali suatu
wilnvah melalui penggabungan, pergeseran, pemisahan, penukaran, penghapusan
dan pengubahan pemilikan tanah, dilengkapi dengan prasarana lingkungan
pemukiman yang lebih teratur
Prinsip utama Kensolidasi Tanah swadaya msyarakat atau membiayal diri
sendiri, dengan cara setiap pemilik tanah menyumbangkan sebagian tanahnya
untuk  kepentingan  prasarana  lingkungan  dan  untuk  pembiayaan
pembangunannyi.
Sedangkan prinsip umum Konsolidas: Tanah adalah :
|. Prinsip musyawarah dan mufakat
Prinsip ini untuk mengatur tanah guna membangun lempal unggal bagl pars
pemilik tanah it sendiri, jalan, fasilias olshraga dan keschatan, kantor
pemerintahan, dan fasilitas pelayanan lainnya serta pembiayaan pelaksanaan
Konsolidas: Tanah tersebut. Jugs untuk merencanakan desain pemukiman yang
direncanakan melalui partisipasi para permilik tanah.

Fod

_ Prinsip penyesuaian dengan pembangunan daerah dan Rencana Tata Ruany
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah ini harus disesuaikan dengan kapasitas sosial
dan ckonomi penduduknya sertn sesual pula demgan rencana lalta Tuang.
Dengan demikian dapat mendukung perkembangan kota yang tertib

Lad

. Prinsip Administrasi Tanah
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Konsolidasi Tanah adalgh metode pembangunan yang dapat memecahkan
masalah seperti hak atas lanah, status tanah, dan pemanfaatan tanah dan
kondisi vang tidak terencana memadi kondisi vang 1ertib. Konsolidasi Tanah
termasuk pula pelaksanaan fisik, administratif dan kegiatan hukum sampai
pada penerbitan sertipikat tanah schaga program satu paket yang menuju
realisasi prinsip pengaturan tanah, yang disebut “Catur Tertib Pertanahan™.
Pada pelaksanaan Konsolidast Tanah im pemilik tanah yang terkena proyek
tidak dipindahkan, mereka tetap menempati lokasi proyek, hanya saja tanah
mercka mengalami perubahan luas akibal sumbangan tanah bagi pembangunan
prasarana dan sarana hingkungan (STUF) dan perubahan letak kapling.

4. Prinsip Keuntungan Bersama
Keuntungan provek Konsolidasi Tanah i tidak hanya dapat dirasakan olch
pemenintah, tetapi juga dirasakan oleh pemilik tanah yang ikut berpartisipasi
dalam proyek terscbut, Pemerintah dapat memperoleh pemukiman yang sesual
dengan masterplan, tanpa perlu melakukan pembebasan tanah unmuk
penvediaan prasarana dan sarana pelayanan, Sedangakan para pemilik tanah
menyediakan sebagian dari tanahnya untuk dibangun sarana dan prasarana bagi
kepentingan mercka sendin. Selain iiu tanah vang dibenkan kembali kepada
pemilik tanah mempunyai nilai lebih tingg daripada sebelum konsolidasi.

5. Prinsip partisipasi masyarakat
Dalam Konsolidasi Tanah, pemilik tanah ikut dilibatkan  dalam
pelaksanaannya, terdorong pula oleh semangat gotong-royong yang ada dalam
masyarakat Indonesia

6. Prinsip Redistribusi
Tanah yang dikonsolidasikan dibagikan kembali kepada pemihik tanah semula.

B. Pengertian Subyek dan Obvek Konsolidasi Tanah

Berdasarkan Peraturan Ka BPN No. 4 tahun 1991 (pasal ldan 4), bahwa
peserts atau subyek Konsolidasi Tanah adalah pemegang hak atau penggarap atas
tanah MNegarn obvek Konsolidasi Tanah, Untuk memudahkan pelaksanaannya,
maka pars pemegang hak perlu membentuk wadah/organisasi untuk menampung
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kepentingan peserta Konsolidasi. Wadah tersebut dapat hersifat informal seperts
Kelompok Masyarakal Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) atau
bersifat formul seperti Koperasi/yayasan yang tujuannya untuk memingkatkan
kesejahteraan anggotanya. Dengan demikian penanganan untuk  kepentingan
seluruh peserts Konsolidasi Tanah dapat dilakukan oleh para pengurus organisasi
vang ditunjuk dengan sah dan dibenkan kuasa untuk mewakili seluruh peserta
Ronsohidas Tanah

Sedangkan pengertian Obyek Konsolidasi Tanah yanu tanah negara non
pertaman dan atau vang dikenal dengan tanah hak, di wilayah perkotaan atau
pedesaan yang ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional unmuk di
konsolidas. (pasal | angka 3 Peraturan Ka. BPN No.4 wahun 1991

C. Tujuan, Sasaran dan Ciri-Ciri Kosolidasi Tanah
Tujuan Konsolidasi Tanah Perkotaan
Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria No 410-

4245 1entang petunjuk pelaksanaan Konsolidasi Tanah dinyatakan bahwa pada
dasarnya tujuan dan Konsolidasi Tanah adalah :

|. mengarahkan dan mempercepat pertumbuhan kota sesum rencana ada
ruang yang ada;
mendorong pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal dan cfisien;
menngkatkan parusipast masyarakat dan member kesempatan kepada
pemilik tanah untuk menikmati secara langsung keuntungan Konsolidasi

Lad s

Tanah, baik kenaikan harga maupun keuntungan lain karena terciptanya
lingkungan yang teratur,

4. memenuhi kebutehan akan adanyva lingkungan pemukiman yang teratur,
tertib dan sehart,

5. meningkatkan pemerataan dalam hal keuntungan dan keseimbangan
kepentingan antara pernilik tanzh dengan kepentingan masyarakal banyak,

6. menghindan ekses-ckses yangsening imbul dalam penyediaan tanah secara

konvensional,
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7. menertibkan sdministrasi penanchan serta menghemat pengeluaran dana

pemerintah untuk biaya pembangunan prasarana, fasilitas umum, ganti

rugs, dan operasional,

% menmngkatkan efisiensi dan produknfitas penggunaan tanah.

Sasaran Konsolidasi Tanah Perkotaan
Berdasarkan Surat Edaran Menten Negara Agrana No410-4245 tentang
Petunjuk Peloksanaan Konsohidasi Tanah, dinyatakan bahwa sasaran Konsolidas:

Tanzh adalah terwujudnya penguasaan dan penggunaan tanah yang terib dan

teratur sesual kemampuan dan fungsinya dalam rangka Catur Ternb Pentanahan.

Dt wilayah perkotsan permilihan lokas: dikaitkan dengan Rencara Umum Tata

Ruang Kota dan prioritas pembangunan kota dengan memperhatikan kondisi

hngkungan serta kemampuan dan keinginan para pemilik tanah untuk membanguan

dengan skaln priorias sebagm benkut

1.

]
&S

wilayah vang padat pemukiman,

wilayahpemukiman yang tumbuh pesat vang diperkirakan berkembang
secarn alami, sehingga dikhawatirkan terdapat berbagal masalah di
kemudian hari bila tidak segera ditata,

wilavah yang sudah mulai tumbuh dan direncanakan menjadi dacrah
pemukiman tertentu;

wilavah vang direncanakan menjadi kola'dasrah pemukiman baru,
wilayah vang relanf kosong/sedikilt bangunannya (wilayah kota bagian
pinggir)  yang  diperkirakan  akan  berkembang sebagmi  daerah
pemukiman,

wilayah kota bagian pinggar vang telah ada jalan penghubung ke jalan

utami.

Cin=-Cin Konsolidas: Tanah, antara lan :

Pada prinsipnya penyediaan tanah bagi kepentingan prasarana dan
fastlitas umuwm serta biaya konstrukst dan operasionalnya ditanggung
oleh para peserta atau pemilik tanah berups Sumbangan Tanah Untuk
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Pembangunan (STUP) vang dipunakan untuk prasarana jalan dan
fasilitas umum serta Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP), untuk
itu diperlukan kescpakatan peserta atau pemilik tanah.

Adalah merupakan faktor karaktenstik pelaksanaan Konsolidasi Tanah
dimana semangat bekerjasama, musyawarah mufakat merupakan kunei
keberhasilan Konsolidasi Tanah

Pengaturan kembal bentuk atau ukuran luas serta lewk kapling pada
lokasi Konsolidasi Tanah dapat dilakukan dengan pergeseran letak,

I=d

penggabungan, pemecahan dan penukaran,
3. Pemberian hak atas tanah beserta sertipikainya kepada para peseria
Konsolidasi Tanah adalah sebagai jaminan kepastian hukum tanahnya.
4. Memiliki prinsip membangun tanpa menggusur,

5. Penberdavaan masyarakat dalam usaha bersama. (Guwadi, 2002

. Organisasi Pelaksana Konsolidasi Tanah
Sesum ketentuan datam Peraturan Ka BPN Noo4 tahun 1991 pasal § ayat
{2}, Konsoliadasi Tanah diselenggarakan olehn Badan Pertanahan Nasional dalam
arti
a4 Kepaly Kantor Pertanahan kabupaten/kota melakukan dan bertanggung
mwab stas penataan kembali penguasagn dan penggunaan tanah obyek
konsolidasi tanash,
b, Kepala Kantor wilayah BFN FPropinsi Jawa Timur mengendalikan
pelaksanaan konsohdas: tanah;
c. Kepala BPN melakukan pembinaan pelaksanaan konsolidas: tanah,
Karena HKonsolidass Tanah memerlukan koordinasi lintas sektoral sejak
perencanaan hingga peloksanaannya, maka dibemtuk Tim koordinasi dan Satuan
Tugas (satpas) Pelaksana,
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Agrana No.4 10-4243 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, susunan dan tugas Tim dan Satuan
Tupas Pelaksanaan Konsohdasi Tanah tersebut adalah sebaga benkut :
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Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah kabupaten kota, antara lain

_:J

0 e A A ke R

10.
11,

12

13.
14,

. Bupati/Walikota Kepala daerah sebagai ketua,

Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota sebagai wakil ketua merangkap
anggota;

Ketua Bappeda sebagai wakil ketua merangkap anggeta,

Kepala Bidang Pemenntahan sebagai angpota,

Kepaia Dinas Pekerjaan Umum sebagal anggota,

Kepala Dinas Pertanian scbaga: anggota,

Kepala Dinas Tata Kota sebagai anggota;

Camat serempat schagal anggota,

Kepala Seksi Penatagunaan tanah sebagal anpgota;

Kepala Seksi Pemberian Hak-hak Atas Tanah sebagai angpota;

Kepala seksi Pendaftaran Tanah sebagai anggota;

Lurabv/Kepala Desa selempat sebagm anggota,

Wakil pemilik tanah (maksimal 2 orang) schagal anggota,

Kepals seksi Pengaturan Penguasaan Tanah sebapgai sekretaris merangkap
anggoia.

Tim Koordinasi dibeniuk dengan Surat Kepuiusan BupatiWalikota Kepala
Daerah vang bersangkutan

Tugas Tim Koordinasi, yaitu ;|

1

mengadakan penyuluhan kepada masyarakat,

2, mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan Desain Tata Rusng;

3. mengatur/mengarahkan peruntukan dan penggunaan Tanah Pengganti
Biaya Pelaksanaan (TPBP),

4. memecahkan dan menangani masalah yang tumbul dalam pelaksamaan
F.onsolidas Tanah,

5. lain-lain vang dianggap perlu.

Susunan angpota satuan tugas pelaksanaan Konsolidasi Tanah adalah
sebagai berikut

| Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua

-

2 Kepala seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah sebagan wakil ketua
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3 Kepala seksi Penatagunaan Tanah sebagai angpota
4 Kepala seksi Hak-Hak Atas Tanah sebagai anggota
5. Kepala seks Penpukuran dan Pendaftaran Tanah seboaga angeoia
6. Camat setempal sebagal anggota
7. Kepala desa/Lurah setempat sebagar angpota
Tugns satpas pelaksana Konsohdas: Tanah, vaitu
i, Melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan Konsohidasi Tanah,
2 Berfungs: sebapm pamitin pemenksa tanah A yang dengan dats yvang
ada dapst menyusun nisalah, pemeriksasn tanah untuk menerbitkan
Surat Kepumusan pembenian hak atas tanah oleh pihak yang
berwenang,
3. Berfungsi sebagai Tim Penyelidik nwayat tanzh, dibentuk dengan
Surat Keputusan Bupaty Walikota,
Satusn Tugas Peleksanaan Konsolidasi Tanah dibentuk dengan Surat Keputusan
BupanWalkota.

E. Sistem Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanah merupakan sonu perangkat untuk menats kembali
suatu wiloyah, sehingga menjudi teratur melalnn penggeseran, penggabungan,
pemisahan, penukaran, penataan, penghapusan dan pengubahan pemilikan tanah.
Prinsip Konsohidasi Tanah adalah membiaya: din sendin (swadaya)
dengan cara senap pemilik 1anah menyumbangkan sebagian tanahnya untuk
berbapa kepentingan scperti penyediaan tanah bagy sarana dan  prasarana
lingkungan serta untuk pembiayaan pembangunan fisik Selama ini pelaksanaan
Konsohdas: Tanah dilaksanakan menurut 2 {dua) sistem, yaitu :
1. Sukarela
Sistem sukarela dilaksanakan atas dasar adanva keinginan dan
masyarakal (pemihk tanah) dan diperoleh persetujuan dan seluruh pemilik
tanah & wilavahnva vang akan dikonsolidasi. Faktor utama vang dijadikan
daya tank untuk memperoleh persetujunn dan pemilik tanah, antara lain
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a  memngkatkan milm tanah yang dapat dinikmati secara langsung oleh
pemilik tanah;

b, meningkatkan efisiensi penggunaan tanah dengan terbentuknya petak-
petak tanah yang teratur dan masing-masing menghadap jalan;

e terciptanva hingkungan hidup vang lebih baik;,

d. mempercepat realisas) pembangunan 1enilama Prasaran wmwm,

¢ tidak ada pihak-pihak yang dirugikan seperti terjadi dalam pembangunan
gistem konvensional),

( terwujudnya administrasi pertanahan yang tertib, dimana setiap bidang
tanah secara langsung dierbitkan haknyn dengan pembenan seripikat
tanahnva

2 Wapb

Sistern  wajib  dilaksanakan dengan dasar  ikatan  peraturan
perundangan yang berlaku dimana pelaksanaan Konsolidasi Tanah menganut
prinsip penvediaan tanah umuk pembangunan, prasarana jalan dan fasilitass
umiim lainnya wanpa melaln pembebasan tanah. Penyediaan tanah diperoleh
melalui Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (3TUP) dan para pemilik
tangh. Sistem vang lazim digunakan dalam besarnva STUP adalah sebaga
benkut

n. berdasarkan perhitungan luas wanah;

b. berdasarkan perhiungan miavharga tanah;

¢. berdasarkan perhitungan campuran antara luas tanah dengan harga tanah.

F. Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

Pelaksanaan setiap kegiatan Konsolidast Tanah perkotnan disesuaikan
dengan kebutuhan dan persyaratan vang berlaku di lokas yang bersangkutan,
Bebernpa kegiatan dapat ditambah staw dikurang dermi kelancaran pelaksanaan
kematan  Konsolidasi Tanah perkotsan, tenpa mengurangt hasil  pekenaan
tersebut (Addasan Imran, 1999 : 1)

Pelaksanaan Konsolidesi Tanah perkotaan dilakukan dalam 3 tahap
kegatan, yartu sehagm benkut
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A Tahap Persiapan, mehputi :
|. Penjajagan penctapan lokasipemilihan lokasi
Penjajagan penctapan lokasi dimaksudkan untuk mengadakan
penjajagan ke lapangan dalam rangka pemilihan lokasi yang memenuhi
sviral ditctapkan sebagm lokas: Konsolidasi “Tanah, Tahap pemiliban
lokusi ini merupakan tahap yang sangat meneniukan keberhasilan
pelaksanaan Konsolidasi Tanah, Apabila gagal di tengah perjalanan, pada
umumnya  disebabkun  adanya  kesalahan  dalam  tahap
penjajagan/pemilihan lokasi.
Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi
Konsolidast Tanah, antara lam
- kesesuatan dengan RTRW atau arshan kegiatan pembangunan
sektor perumahan dan pemukiman,
- tingkat kemudahan pencapman lokasi (eksesibilitas}),
nngkat kesedisan peserta‘pernilik tanah untuk berpartisipasi
dalam kegiatan Konsolidasi Tanah sesual presentase STUP yang
disyaratkan, selingpa makin banyak yang setuju maka akan
semakin bak;
jumilah bidang tanah yang harus ditata;
- keserapaman luas persil, makin seragam makin baik;
jumlah peserta Konsolidasi Tanah;
- keadaan iopografi, makm datar makin baik,
2. Penyuluhan
Dalam tahap penyuluban (pemberian informasi) dilakukan melaln
2 (dua) tahap, yenu 1shap penama penyuluhan pads masyarakal sekitar,
khususnya kepada para pemulik tanah yang terkena proyek Konsolidasi
Tanah vang mengacu pada RTRE. Sedangkan pada tahap kedua
penyuluhan diberikan kepada para peserta (pemilik tanah) tentang tujuan
dan manfaat Konsolidasi Tanzh serta perlunya STUP dalam rangka
penyediaan prasarana jalan, fasilitas soswml serta TPBP.
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3. Perumusan Hasi] Penjajagan Lokasi
Dalam perumusan hasil penjajagan kesepekatan ini terutama dalam
menetapkan perkirazn besamya STUP dan perkiraan besamya biaya yang
ditanggung oleh peserta Untuk ity rencana dan informasi yang
disampaikan., secara tckmis  obvekuf harus  betul-betul  dapat
depertangpungjawabkan Perumusan hasil penjajagan ini dibuat dalam

Berita Acara yang ditanda tangani oleh anggota satgas dan wakil peserta

serts kepada masing-masing peserta diminta untuk menanda tangam Sural

pernyatzan persciujuan sesum model vang telah disediakan
4. Penctapan Lokas:

a  Setelah persyaratan lokas: Konsolidasi Tangh dipenuchi, terutama
persetujuan calon peserta Konsolhidast Tanah bag) semua svaral-svaral
awal, maka lokasi terphh ditctapkan dengan surat keputusan.
Menuret Sural Edaran Memten Agrania’ka BPN Moo 4562-3872
manggal 22 desember 1997 tentang penetapan lokasi Konsolidasi
Tanah, ditegaskan bahwa penetapan lokasi Konsolidasi Tanah untuk
perkotaan dengan luas kurang aiau sama dengan 10 hekiar ditctapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota,
sedang selebnhnya menjadi kewenangan Bupat/Walikota,

b. Dengan diterbitkan keietapan terscbut, berarti telah  mendapat
kepastian lokast Konsolidasi Tanah dan kesesuman dengan RTEW
Kabupaten/kota setempat.

5  Pengajuan daftar Usulan Provek
Setelah mempertimbangkan persetujuan pemilik tanah/peserta dan
kesesuaian lokasi, maka disusun daftar usulan proyek.

B. Tahap Pendataan, meliput ;
1. ldentifikasi Subyek dan Obyek
ldentifikasi subvek dan obyek Konsolidasi Tanah perkotaan
meliputi luas tanah, nmama pemilik, jemis-jenis hak stas tanah, dan
sebagainva vang discsuaikan dengan surat permilikan dan penguasaan
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lanahnva, Satgas Pelaksana melaksanakan identifikasi imi setelsh para
peserta menyelujw  keilkutsertaannya dalam  pelaksanaan Konsolidasi
Tanah beserta besarnya STUP.
Pengukuran Dan Pemetaan Keliling

Pengukuran dan pemetaan keliling dilakukan vuntuk mengetahu
batas kehbing lokasi dan luas lokasi Konsolidasi Tanah Kegiatan ini
dilaksanakan olch ketua Satpas pengukuran dan pemetaan (kepala seksi
pendaftaran  tanah  kantor peranahan  Kabupatenkota). Maksud
pengukuran dan pemetaan adalah untuk mengetahu batas kelihng, letak
serta luas lokasi yang akan dilaksanakan Konsolidasi Tanah. Kegatan
pengukuran keliling ini terdin dari |
4. Pengukuran keliling diawali dengan pemasangan tugu-tugu poligon

pada titik yang secara teknis diperlukan vang diikuti dengan
pengukuran, pemetaan dan perhitungan janingan poligon,

b Mengukur batas keliling lokasi Konsolidasi Tanah;,
¢. Memetakan hasil pengukuran keliling;
d. Menghitung luas areal lokasi Konsolidas: Tanah,
Pengukuran Dan Pemetaan Rincikan

Pemetaan/ pengukuran rincikan awal adalah pengukuran tiap-tiap
bidang tanah sesum batas-batas yang ditunjukkan oleh para pemiliknyva
dengan tujuan untuk mengetahyl letak dan luas tanabh masing-masing
peserin scbelum  dilaksamakan  Konsolidasi  Tanah,  Hasil
pemetaan/ pengukuran nncikan berupa peta nincikan dengan skala 1 ; 1000
atau sesual keadaan, lengkap dengan nomor bidang, jalan, saluran dan
bangunan vang ada serta dilengkapi dengan daftar nama pemilik tanah
sesum momor  bidangnya.  Hasil  pemectaan/pengukuran  nncikan
disubstitusikan ke dalam peta kelling dan dipakai schagai bahan
penyvusunan desain Konsolidasi Tanah.
Pengukuran Topografi Dan Pemetaan Pengounaan Tanah

Penggunaan wpografi dimaksudkan untk mengetahui ketinggian
tempat, lereng serta arah aliran air seluruh areal Konsolidasi Tanah. Hasil
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pengukuran topografl berupa peta topografh skala 10 1000 atau sesua
keadaan,

Pemetaan penggunaan tanah digunakan umuk mengelabw jenis
penppunaan tanah saat v (sas akan dilaksanakan Konsolidasi Tanah),
Hasil pengukuran dan pemetaan im diperlukan untuk penyusunan Blok
Plan dan Desain Tata Ruang lokas

. Tahap Penataan, melipuai

!‘-\_I

Pembuatan Blok Plan/Pra Desain Tata Ruang

Kencang blok plan dimaksudkan untuk mengeambarkan rencana
struktur/bentuk janngan jalan di lokasi Konsolidasi Tanah Kematan im
meliputi perencanaan struktur janngan jalan dan fasilitas umum lainnya,
Peta rencana blok plan dibuat dengan skals 1: 1000, Dalam pembuatan pra
desain tata ruang/blok plan harus dikaikan dengan rencana/janngan jalan
vang diadakan oleh Pemenntah Dacrah setempat, Arah, lebardan jarak
antara jalur jalan yang direncanakan harus disesuaikan dengan kondisi
lingkungan, besar kecilnya bidang-bidang pemilikan 1anah, makin dekat
jarak antara jalan yang simetns agar kondisi ingkungan tetap menjamin
efisiensi pemanfiatan 1anah.
Pembuatan Desain Tata Ruang

Penyusunan desain tata ruang dimaksudkan umuk menyusun
perencanaan letak, bentuk dan luas kapling-kapling baru pada lokas:
Konsolidasi Tanah, setelah dikurang STUP,
Desain Konsohidas: Tanah meliputi ©
a. Rencana masing-masing kapling pada blok yang ada;
b Rencana janingan jalan;
¢ Rencana kaphng fasilitas umum/fasilitas sosial;
d. Daftar perhitungan luss  masing-masing  kapling  menurst jenis

peruniukan tanah
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Hasil desain Konsolidasi Tanah dalam peta skala 10 1000 atau sesuai
keadaan, yang menggambarkan letak luas, bentuk dan batas kapling pada
setiap biok.
Musyawarah Tentang Rencana Penetapan Kapling Baru

Musvawarah i diperukan umuk lebih mevakinkan bahwa akibat
realokas: kapling masing-masing peserta selelah dikurangi STUP akan
terjach  perubahan bentuk, luas dan kemungkman tegadi pergeseran letak
setelah dilakukan konsohidas:, namun pergeseran tersebut diupayakan tetap
sedekat mungkin dengan leak kaphng sebelum konsohidas: Hasml
musyawarah dituangkan dalam Benta Acara yang ditanda tangam oleh
Satgas Pelaksana dan beberapa wakil peseria
. Pelepasan hak Atas Tanah Oleh Peseri

Pelepasan hak atas tanah oleh pama peserta dimaksudkan untuk
manjadikan status tanah memads tanah yang langsung dikuasai oleh
negara, schingga pemenntah  berwenang  untuk  menata  kembali
penggunaan dan penguasaan tanah seseal hasil musyawarah para peserta
Konsolidas: Tanah Sural Permyataan pelepasan hak atas tanah ditanda
langam oleh pum permilik tanah'pemegang hak dihadapan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/kota
. Penegasan Ubyek Konsolidas: Tanah

Surat Keputusan Pencgasan Tanah Negara Obyek Konsolidas
Tanah dimaksudkan sebagar daser kewenangan pemenniah dalam hal im
Kepala BPN untuk menata penggunaan dan penguasann tanah pada lokasi
tersebut sesuai dengan desain Konsolidasi Tanah yang telah disepakati
oleh peserta dan disetuyw oleh Instans: terkait yang berwenang, setelah
menenima pelepasan hak atas wnah, Sesum Surat Edaran Menten Negara
Agrana/ha BPN twnggal 30 jum 1998 nomor 410-2084 penhal .
Peningkatan Pelayanan Konsolidasi Tanah, Surat Keputusan Penegasan
Tansh Neparn Obvek Konsolidasi Tanah dapat ditetapkan oleh Kepala
hanwil BPN Propinsi untuk Konsolidasi Tanah perkotaan dengan Juas
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maksimum 10 hektar, sedang untuk luas lebth dan 10 hektar menjadi
wewenang Kepala BPN.

. Staking OutRealokasi

Realokasi adalah penempatan kapling baru di lapangan dengan
mengacu  desain Konsolidas: Tanah yang telah disetujui, mehput
pekenaan
a. Penentuan batas badan jalan dan saluran air;

b. Pengukuran dan penempatan patok batas bidang tanah;

¢. Pengukuran dan penempatan patok batas sarana umum dan TPBP,

d  Checking lapangan masing-masing peserta uniuk penempatan kapling
baru.

Penerbitan Surat Keputusan Pembenan Hak

Surast Kepulusan pemberian hak atas tanah diproses sesuai
ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria’ka. BPN No. 3 tahun
1999 ientang pelimpahan kewenangan pemberian dan  pembatalan
keputusan pemberian hak atas tanah negara Selain penerbitan surat
keputusan hak untuk kapling perumahan, juga termasuk tanah kapling
untuk fasilitas sosial dan TPBP kepada yang berhak setelah memenub
svaral sesuai ketentuan yang berlaku,

Sertipikasi

Setelah diterbitkan surat keputusan pembenzn hak atas tanah olch
Kepala Kanwil BPN Propinsi, maka kutpan surat keputusannya
dissmpaikan kepada Kepala Kantor Perlanahan Kabupaten/kota yang
bersangkutan untuk diterbitkan sertipikat tanah atas nama masing-masing
peserta Konsolidasi Tanah yang berhak setelah pesena Konsolidas: Tanah
tersebut  menyelesakan kewajibannya  Penerbitan  sertipikat  tanah
dimaksud mencakup semua kapling vang ada di lokasi Konsolidas: Tanah
tersebut, dan disclesaikan sesuai jadwal rencana pelaksanaan kegiatan
Konsolidasi Tanah yang telah dirancang sebelummnya.
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9. Konstruks:

Pekerjaan  konstruksi  merupakan  pekerjaan  fisik  seperti
pembangunan fisik, pembentukan/pembersihan badan jalan, penggalian
paril, pengerasan jalan, pembangunan fasilitas emum dan fasilitas sosial
lmnnya. Pekerjaan konstruksi mi dilaksanakan menurnt desain Konsolidasi
Tanah yang telah disiapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan rencana
vang telah disctuym oleh pelaksana dan pesena Konsolidasi Tanah.

Ruang lingkup penanganan pekerjaan konstruksi tergantung pada
ketersediaan angparan dan kesepakatan dani pesenta konsolidasi tanah.

132 Pengertian Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP) dan
Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBF)

STUP merupakan bagian dan obyek Konsolidasi Tanah vang disediakan
untuk pembangunan prasamana jalan dan fasilitas umum lainnya serta untuk tanah
penggantt iayva pembangunan. (pasal 1 angka 4 Peraturan Ka BPN No.d tahun
1991)

Dalam rangka pelaksanaan penataan penguasaan dan pengeunasn tanah
obyek kKonsolidasi Tanah, para peserta menyerahkan sebagion tanahnya schagai
sumbangan  tanah  unluk  pembangunan vang akan dipergunakan unmuk
pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya serma pembiayaan
pelaksanaan Konsolidasi Tanah

Adapun besarnya STUP ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama
peserts Konsohdasi Tanah dengan mengacu kepada RTRD, dan peserta vang
persil tanahnya terlaly keeil sehingga tidak mungkin menyerahkan schagian
tanabnya scbagal STUP dapat mengganti sumbangan tersebut dengan vang atau
bentuk lainnya yang disetujui bersama oleh para peserta Konsolidasi Tanah. { pasal
b peraturan Ka, BPN No.4 ahun 1991)

TPBP merupakan bagan dan STUP vang diserahkan kepada pihak ketiga
dengan  pembayaran  kompensasi berupa  uang  yang dipergunakan  untuk
pembiavaan kepatan pelaksanaan Konsolidasi Tanah sesuai denpan  Daftar
Rencana kegiatan Konsolidasi Tanoh (DRKK), yang besarmnya jumlah uang
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disctujui oleh para peserta Konsolidasi Tanah, (pasal | angka 5 dan pasal 7 angka
3 peraturan Ka BFN No.4 tahun 1991)

2.3.3 Pengertian Tata Ruang
Di dalam istilah geografi umum, yang dimaksud dengan Ruang adalah
selurul permukasn bumi yang merupakan tempat hidup tumbuh-tumbuhan,
hewan dan manusia. Sedang dalam geoprafi regional, Ruang dapat merupakan
suatu wilayah vang mempunyai batas geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik,
sosial atau pemerintahan, yang terjadi dan sebagian permukaan bumi dan lapisan
tanah di hawahnya seria lapisan udara di atasnya, Seseorany yang membeli tanah
hanya membayar untuk petakan tanah (panjang kali lebar), tetap ia dapat
menggunakan seluruh ruang, Jadi penggunaan tanah dapat berarti pula tata ruang.
Mengenai pengertian Ruang, Tata Ruang dan Penataan Ruang dalam
ketentuan UL No. 24 whun 1992 pasal | dinyatakan bahwa |
angka | - Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan
ruang udars sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk
lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelinara kelangsunan
hidupnya.
angka 2 Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik
direncanakan maupun tidak.
angka 3 : Penaaan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfantan
ruang, dan pengendabian pemanfaatan ruang
Sedanpkan tujuan dan penataan ruang, yait ©
o Terselenpparanya pemanfastan ruang berwawasan lingkungan yang
berlandaskan  wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan tuang kawasan hindung dan
kawasan budidaya,
¢. Tercapainyva pemanfaatan ruang yang berkualstas untuk :
- mewunjudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
- mewujudkan keterpaduan dalam pengpunaan sumber daya alam dan
sumber dava buatan dengan memperhatikan sumber daya menusia;

R TR
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- meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan
secara berdaya puna, berhasil guna dan tepal guna untuk meningkatkan
sumber daya manusia,

- mewujudkan perlindungan fungsi  ruang dan mencegah sera
menanggulang dampak negatif werhadap lingkungan;

- mewujudkan keseimbangan kepenbingan kesejahteraan dan keamanan.
(pasal 3 ULI Ho24 tahun 1992 1emang Penataan Ruang}

Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) UU No. 24 tahun 1992 dinyatakan bahwa
Rencana tata ruang dibedakan menjad |

| Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional;

3 Rencana tata ruang wilavah Daerah Tingkat 1,

3. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten'kota Daerah Tingkat 1L

13,4  Pengertinn Sertipikat Hak Atas Tansh

Sertipikat adalah surmt wnda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam
nasal 19 ayat 2 heruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolasn, tanah
wakaf, hak milik stas satuan rumah susun dan hak langgungan yang masing-
masing sudah dibukukan dalam buku wnah yang bersangkutan. (PP No. 24 1ahun
1947 pasal | angka 20)

Pasal 19 ayat 2 huruf ¢ tersebut berbuny :

“pembenian surat-surat tanda bukt hak yang berlaku sebagai alat

pembuktan yang kuat.”
Judi senipikat adalah akibat hukum dan didaftarkannya suatu hak mihk atas
tanah,

Sertipikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya, setelah dijitid
memadi satu bersama-sama dengan suatu sampul yang bentuknya dieiapkan
dengan peraturan menterl. (Wantjik Saleh, 1990 : 64)

Alas Hak
Alas hak adalah dasar dan diterbitkannya suatu sertipikat, sering menjadi

masalah utama khususnya mengenai status pemilikan selain letak batas pemilikan,
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vang pada umumnya di wakiu yang lalu tidak lengkap. Dapat dikatakan bahwa
hampir selurub tanah bekas hak adat, bak di daerah perkotaan maupun pedesaan,
ndak dilengkapr buki-buki pemilikan tanah yang jelas, schinggpa penerbilan
sertiptkat untuk menjamin kepastian hukum atas tanah-tanah lersebutl banyak
menghadap kendakpastion (Tjahjo Arianto, 1989 - %7)
Di dalam pendafiaran tanah untuk pertama kali, bukti pemilikan tanah
inilah vang diperiukan schagai alas hak atau dasar penerbitan sertipikat. Alas hak
merupakan data yuridis yang berupa surat bukti yang dijadikan dasar penerbitan
sertipikit oleh Kantor Pertanahan
Terdapat 3 (tiga) jems alas hak untuk penerbitan sertipikat, yaru ©
a Alas hak vang dianggap sebaga surat bukt pemilikan tanah untuk Konverss
tanah bekas hak adat, berupa petok pajuk bumi, gink, pipil, kekitir dan salinan
dari buku C dess yang diberikan kepada pemilik tanah sebelum tengenl 24
september 1960 Alas hak i diterbitkan oleh Instansi Pemenntah pemungut
pajak tanah. Petok/gink i untuk dapat dijadikan alas hak harus dilengham
dengan Surat Keterangan Kepala Desa tentang kebenaran status hak atas tanah
dan kepemilikannya;

b. Alas hak berupa Surat Keputusan pembenan hak atas tanah negora yang
diterbitkan oleh Instansi Badan Pertanahan Masional;

¢ Alas hak berupa Surat Keputusan Pencgasan hak bekas hak milik adat
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BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 hesimpulan

Kestmpulan yang dupat diambi] dan pembahasan tersebut diatas, yaitu
antara lam
1. Bshwa  pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Batasn, Kecamatan

Tenggarang, Kabupaten Bondowoso wwrmasuk pelaksanaan denpan sukarela,

sehingga semua pembiayaan pelaksanaan sejak tahap persiapan sampai

dengan penerbiian serapikat ditanggung oleh para pesena (pemilik tanah).

Sedangkan tata cara pelaksanaannya berbeda dengan tata cara pelaksanaan

konsolidosi tanah pada umumnya, karena dalam pelaksanaan disesuaikan

dengon kebutuhan di lokasi Konsolidasi Tanah yang terdini dan beberapa jenis
kegiatan mulas dan pemantapan lokasi, penetapan lokasi sampai dengan
penerbiian sertipikat atas tamah.

Kendala-kendala yang dibadapi dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa

Bataan, Kec. Tenggarang, antara lain -

a. tidak adanya koordinasi dengan pihak terkan misalnya dengan pihak Dinas
Pekerjaan Umum, karena pelaksanaan konsolidasi hanya sampai pada
sertipikasi dan udak ada pembangunan fisik schinpgga tidak dibutuhkan
adanya koordinasi;

b kesulitan dulam pembangunan fisik di lapangan, mengingat proyek imi
merupakan swadaya murni masyarakatl sehingga pelaksanaan fisik sanpat
bergantung pada kemampuan peserta konsolidas,

Manfaat yang diperoleh masyarakat/pesenta konsolidasi, yaitu

a. lngkungan tenata rapi dan memenuhi syarat serla siap bangun,

b. setelah tanah tertata rapi, maka harga tanah juga meningkat;

tersedianya kerangka'badan jalan dan saluran air;

i

d. adanya kepastian hukum dengan diterbitkannya sertipikat hak atas mnah.

v )gg Kit T Pt |
s UNVERSITAS JEMBEF
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2. Bahwa dengan adanya pelaksanaan Konsolidasi Tanah, maka seripikat atas
tanah vang lama akan ditahan dan dimusnahkan serta sebagai gantinya akan
diterbitkan sertipikat vang baru sesuai keadaan setelah dikonsolidasi,

4.1 Saran-Saran
Saran-saran vang dapat dibenikan pada penulisan skripsi ini, yaitu

1. Sebelum pelaksanaan Konsolhidasi Tamah perlu dilakukan sdi mengena
kondisi sosial ekonom masyarakat dan persepsi masyarakat mengenai konsep
dan tekms pelaksanaan Konsolidasi Tanah,

1. Wakiu penyelesman seriprtkat perlu diperhatkan, karena penerbitan sertipikat
mm merupakan salab satu pendorong masyarakat ikut serta dalam provek
konsolidas: tanah

3. Perlu adanya kesernguman pemaksian istilah terhadap sertipikat vang sudah
dinyatakan tdak berlaku lag akibat pelaksansan konsolidasi tanah baik it
kalangan prakus: dilapang maupun kalangan akadenus
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Lampiran 1

EADAN PERTANARAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONDOWOSO
Jalan imam Bonjol No. § Telp 421988 Bondowoso

Bondowoso dengan ini menerangkan bahwa -

SURAT KETERANGAN
Nomor ; (00,3536 -

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Nama : DONY ASMARA MALIE
NIM : 98 - 079

Program (5 1 ILMU HUKUM
Alamat : JL. NIAS I11/10 JEMBER

telah mengadakan penelitian / konsultasi tentang Masalah Tinjavan Yuridis Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah Perkotaan (Studi Pelaksanaan

Kabupaten Bondowoso) di Kantar Pertanahan Kabu

Konsolidasi Tanah Perkotaan di

paten Bondowoso dari tanggal 24
September 20§12
sampai dengan tanggal 16 Desember 2002

Demikian, surat keterangan tni dibuat

untuk dipergunakan seperlunya.
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. sdiEd )y BADAN PERTANAEAN NASICNAL
s _?}zi) HANTOR WILAYAH PROPINS JAWA TIMUR
Wines
T e S e L R —
KEPMUTUSAN

HEPALA KANTOR WILAYAIL BADAN PERTANAHAN KASIOMNAL
PROPINSL JAWA TIMUR

NOMOR : uj/ﬂf .0d9 :
TENTANG
PENEGASAN TANAH NEGARA = =l

SEEAGAL OBYEK KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN
LI AS ¢ 44167 1ia
BESN i BATAAN
Bei oA AN ¢! TENGOARANG
WABUPATEN : BONDOWOSO

REFALA KANTOR WILAYAIL BADAN PERTANAIIAN HASIONAL
PROPINST JAWA TIMUR

BMBACA = Swrel Kepala Kantor Pecinnahan Kabupaten Berdawisa Nomar +410.35,36-
UYEO Tangcmal 2 Oktober 2000 perifial Usgi Pengpasen Obyek Konsolidasi
Tareih i Dess Butsan, Kecamaton Tenggararg, Kabuputen Bondowoso,
B hepuusan Kepula Xantor Pertasahan Kabupaten Bondowose Nomer §9- .
+ 10U353.6-2000 Tangaal 25 Juli 2000 tentang Perctipan Lokasi Peloksanaan
Kimsolidael Toanh Perkotaan di sabupaten Bondowoso, f !
ENEANANG Gohwa lokosi yong - dimohon, terletik di  Dess Batwan, Kecemaion
Fenpearang, Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Sural Keputusan Kepala
Lantor  Pertanchan  Kabupaten Bonadawose Nomaor  (9-410.353.6-2000
,Fampual 25 Juli 2000, telah ditctapkan sebagai Lokesi Pelaksunsan
Rensolidesi Tarun i Kabupstén Bendowoso. |
b Bahwa lokaw tersebut sesuai dengan Rercsna Umum Tala Ruang Kots :
Kegiomatan Bondowoso, Kebupaten Boidowwio adaluh untuk perumahan; i
¢ Dabwu anah seluas 44167 Hektar vang dimohus semola berstatus Hak
Milik dan Tonah Kas Dess  sesyai deagan Riwayat Tanah vang dibual olch
ool Baotor Pertanaban Kabupaten Bondawoea Tangjsei 2 Oktober 2000 ;. ;
G Babve pemililk wnsd . sebasvak 146 orunyg dun 1 {satu) Pemerintah Desa
tepdirt dawi 154 bidang / pergdi telah seluju ikul serta dalam Kegiadan
saonsolidesi Tarsh dengn menyumbangkan sebagiain tanahnyn seluss [ 0826
aeklir selagan Sumbengan Taneh Untuk Pembrganan  scsuni Beriin Acim
Persciufunn tgesi 23 Agustuy 2000 dan 1el=h melopusiin hal atas sk
hepada Negora di hadasan Eepala Kantor Pertznakan Enhupalen Busdewosn,
e dengan sl polepssan bak atas langh mippal 26 Apguntus 2000 dan
sikckihid uleh Kepola Kantor Pectsnahar Kabuiswn Dondowas dan amik
Aetanpattya whagiken kembll kepada pesern Komsolidasi Tansi satelah
s mmelalyl Kessobidiet Tanaly
wo Bienwa perwmdukon pengponsn tangk Pad lokant Konsalidasi Tarah tersebut
HRH e sesvas dengon Rencana Dlos/Gosmn Kounsolidési Tunah yang
delah disepakan posena dan ditelapharn gleh instznsi torkait
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MENGINGAT

MEMPERHATIKAN

MENETAPRAN
PERTAMA

KED U A

EETIGA

f. Bahwa peloksanaan Ronsolidusi Tunah Perkotaan ini dibiayai secara
swadaya sesuai DIK-S Konsolidasi Tanah Propinsi Jawa Timsur Tahun
Anggamn 2000;

I ﬁndu.ngﬂ.l.nd.‘mg Nomor § Tehun 1960 {(Lembaran Megara Tabun 1960
Momor 104);

2. Peraturan Pumerintah Nomar 224 ‘Tahun 1961 (Lembarin Nepara
Tahun 1961 Nomor 280 £

4. Peraturan Pemerintah Nonor 24 Tahun 1997 (Lomberan Negara Tahun
L9397 Momor 59);

4. Keputusan Presiden R.1. Namar 53 Tahun 1984;

3. Keputusan Presiden R1 Nontor 26 Tahun 1988 Jo. Keppres Momor 95
Tahus 2000,

& Keputusan Presiden R.] Nomor 60 Tahun 1998 io. Nomor 77 ‘Tahun
|98,

7. Peraluran Kepala Badan Pertanahan Nasional Momor 4 Tahun 199i;

8. Peraturan Menteri Negara Agraria |/ Kepals Badan Pertanahan Masional
MNomer 3 Talwn 1808,

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981;

10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan MNusional Nomer 1 I/EKPBMN/1988
dan Nomor | Tahun 1989,

Surat Ederan Menter Negam Apraria /Kepala Badag Pertinahan Nasional

Nomer 410-2084 Tanggal 30 Juni 1998 Tentang Peningkatan Pelayanan
Konsalidasi Tanah.

M E M UTUSKAN

Mererima pelepasan huk atae tamah dan para pesers: Konsolidasi Tansh atng
inah seluas 44167 Hektar ierletak @i Desy Bataan, Kecomatan Tenggarung,
Kabunaten Bendowaza, schagnimana Peta Sinasi terlamipir, sehujutaya
menegaskan schagai Tongh Negara Obyek Sonsolidesi Tunah Perkotaan utuk
dibagikan kembalj Kepada peserta seteluh dig sesunl Desain Konsolidasi

Tanah yang 1elah disepakati oleh paserty Konsolidasi Tansh dan ditetapkun
cleh instansi terkait,

Pemberian kembali hak Was tamah kepads peserta Konsolidasi Tanah yang
semala menguasyi tanah dengan sesuaty hok aas tenzh, baik yang sudah
bessertipikal maupun belum, dan semuly menguasai Tanah Kag Desa, tidak
dikenzkon Uy Pemasuken, biaya edminisirasi dan biaya lainnya, sesua

dengan Surmt Meniep Negara Agraria ¢ Kepala Badan Pertanghan Nasional
Momor 410.2084 tungpal 30 Juni 1998

Menginsiruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bendowesg
uniuk : -

I Mencoret dari Duftar Umum/Daftar Buky Tanah Kantor Pertanglan
Kabupaten Bondoweso atas persil-persil pada lokasi tersebur yang sudah
terduftar hak aras nahnya dan mencag sebogai mnak yang dikupsai
langsung aleh Negara,
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REEMPAT

KEPADA YTH

TEMBUSAN

2 Menata penguasaan dan pengpunoun lanah sesugi dengan Desain
Konsolidasi Tanah yang telah disetujui oleh peserta Konsolidasi Tanah
dan ditesapkan oleh instansi serkuil,

(W]

Meluksanakan pemberian hak atas Lanah kepadu peserta Eonsolidasi
Tanzh Perkotoan secarn kolektif dun fusilitas umum lginnya kepada yang
berhak menurut tata carn sebagsimang dimaksud dalam Peraturun Kepala
Budan Pertanahan MNasionnl Nomor & Tahun 1991 dan peraturan
perundangan  fainnga  yang  berlaku, sema melaporkan  hasil

pelaksansannys kepals Kepals Kantor Wileyah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Javen Timur

Keputusan ini mulsi berlaky scjak tangeal ditetepkan dan apnbila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan mi akon diperhaiki
stbagrimana Mmestinye

DITETAMREAN DI * SURABAYA
FADA TANGGAL R - R

AN REPALA BADAN PERTANAIIAN MNASIONAL
REPALA KANTOR WILAYAH

BADANPERTANAHAN NASIONAL
.,;;Fl L] [~.

NIF 010025710

Kepala Kuntor Pertanahag Kab upaten Bondowoso
di -~ Boadowaso

Kaputusan ini disampeikan kepada:

I

II-\J

¥ih. Kepala Badan Pertanahan MNasiona|
di - Jakarta {sebagaj lapomn)

¥l Gubernur Jawa Timur
di - Surabaya

¥ih. Bupati Bondowoso
di - Bandowoso
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Kedusg © Selema Monsolidasi Tunah Perkotaan dileksanakan para
pemilik tenah tidek diperenanican mendirkan bangunan ateu
mengalinkan halk tanan distes lokasi tanpa izin dari Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowasa.

il . Segala  pernbigyaan  yang  tmbul  sebagai  akibat
dikguanaennya Keputuson inl dibebankan kepada pesers
rionsolidasi Tanah secars Swasaya,

Koamast - Repulusan ini barlaku sejak tanggel ditatzpkan dan apabila
diketiudian  harl temyata  lerdapat kekeiruan dalam

penstepan  Inik maka  akan diadakan  pernbetulan
sizbagaimans meslinya.

DITETAPKAN DI : BONDOWOSO
PADATANGGAL: 2 ¢ 3 _ zp0 .
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== NIF, 010 071 662
JEMERISEN - Weputusan ini disampaikan
nesauciE YR, |
L Sdn Bupat Bandoewnso dil Bendowass:
= SdrKepsis Kanda Wilaysh Badan
~eganahan Prop Jewa Timur
gl Surabaye:
J. Sdv. Camal Kenals ilayah Kecamatan
Tenggarang o Bondowoss.
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FIEATEFOROPERAS ] KERIASIAN

SWILAYAIL BESLIK) “
JL Veteran No. | Bondowose

Momor B ETR Y VI 2000 f PRIM Bondowosa, |7 Juli 2000

Lampiran | (satu} bendel Kepada i,

Peribnl Peomahonan Konsolidasi Taiul Bapak Eepula Kunlor Pertanahan
secarn Swadays PRIMEKOPOL. Eabupisten Bondowosn

Wilaynh Desuii

chi

__ BUNDOWOSE

Dengan harmat,

Dengan ini kami para anggota  Koperasi PRIMKOPOL witayah Besuki
mengajukan permohonan konsolidasi Tanal Perkotasn / Pemukiman atas sebidiang

tanah seluas £ 3829 My yang terletuk i Desn Batan Kecamatan Tenpgarang
Kabupaten Bondowaso :

Schagai bahan pertimbangan bersama ini kami Fampirkan -

Akta Pendirian Koperusi PRIMEOPOL
Dular nama Pegerta Konsolidasi Tanal,
Foto Copy Bukti Peanilikan Tanah

Shet Kavling Tanal,

sket Lokasi Konsolidasi Tanah.

A B L Rl e

emikian permokosan in| kami buat, atas perhatian day perhenan Bapolk
ki sampaikan banyak terima kasih

PENGURUS PRIMEOMOL WL AY AL
BES T

RITHA

MAYOR MOLIST PLUIRM SUILP a4

Tendbugnn

Vih Dpk. Kepala Kantor Wilayah Hadun
Fertanalsn Masiannt Propinai
Jawn Thaiwe i SURABAY A
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BERITA ACARA

Fada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas, bulan Jull tahun Dua ribg, bertempat
di Gedung Pertemuan Polwil Wileyah Besuki telah dilaksanakan musyawaran antara
calon peserta konsolidasl Tanah dengan TIM Koordinzsi Kabupaten Bondowoso dalam
ranga pelaksanazn Konsolidasi Tanah Perkotzan di Desa Bataan Kecamatan
Tenggarang Kabupaten Bondowoso Propins! Jawa Timur, kesepakatan yang diperoleh
adalah bahwa caion peserta menyetakan Sefuyu pelaksanaan Konsolidasi Tanah, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat inj.

Demikian Berita Acara ini dibuat unluk dapal dipergunakan sebagaimana
mestinya

Bondowoso, 18 Jull 2000

Tim Koordinasi
Marma Jabatan Tenda Te

1R Wahyu Widodo, SH Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah

2. Dve, Suwanto Camat Tenggarang
d. Suharsono Kepala Desa Balaan
4. Imam Suparto Wakll Feserta

2. H. Syamsul Anam Wakil Pesariz

V= Mengetahul
LEBALA KANTOR PERTANAHAN
g SBERATEN BONDOWDSO
o i F
e
"";a -
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DERITA ACARA

Pada han i Selzsa tanggal Dua Puluh Dua, bulan Agusius tahun Dua riby,
benempal di Gedung Pefamuan Palwll Wilaysh Besuk: telah diaksanakan milsyawarah
antara caion peserta konsoldasl Tangh dengan TIM Koordinasi Kabupaten Bondowass
deiam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tenah Perkolzan di Desa Bataan Kecamatan
lenggarang Kabupaten Bondowoso Propingl Jawa Timur, kesepakatan yang diperaleh
acmiah behwa pere pesota mervatakan Setuju menyershkan tanah sebagal
Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan | STUP ) ssbesar - 25 %4
Terdiri dari © - Jalan (11045 W2

= Jalur Hijau TED W2

Uemikian Berita Acara Inl dibuat untuk dapat dipargunakan sabagaimana
miaslirnya

Bondowoso, 22 Agustus 2000

Tim Koordinasi
Mama Jabatan

1. ey Kusbiantono, Ssoe Kasi Penatagunaan Tanah

2. R, Walwu Widodo, SH rasl Pangaturan Penguesaan Tanah

3. Crs. Suwanto Camat Tanggarang

4. Suhzrgons Kepaia Desa Bataan

5. Imam Suparto Wakil Pesera

-
8. Syamsul Anam Wakil Fegerta
Mengatanui
—== KEPALA KANTOR PERTANAHAN
_,-l-;:|' AMAN 1 o

L PUOJ| ROHAD: St
NiP. 010071662 ‘
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SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK

DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONSOLIDAS| TANAH PERKOTAAN
Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

¥ang bertanda tangan dibawah inl

Mama - TADJAE alias P, MWATI
Tempat. Tgl Lahir  : Bondowoso, 19 -12-1844
Umur : 56 Thn

Pekerjaan . Swasla

Alamat Cesa Bataan Kec. Tenggarang
Luas Tanah 04,8925 M2

Stlags Tanan T Hak Milik Mo, 218

Momior Persdl !

Lietak Tanah : Cesa : Bataan

Kecamatan | Tenggarang
Kabupalen | Bondowoso

Propinsi : Jawa Timur
Batas — betas ‘2, Utara : Tanah yasan
b, Tirmur . Tanah Yasan
. Selatan ; Tanah Yasan
d. Barat : Tanah Yasan

Dengan ini menyatakan melepaskan Hak Milik atas tanah kami kepada negara di hadapan

“epala Kanter Pertanahan Kabupaten Bondowoso sebagal mana yang telah disepalkati dalam

Surat Pemyataan/Persetujuan Rencana Felaksanaan Konsolidasl Tanah Perkotaan, Nomor

01/KTAIF2000 tanggal 19-7-2000 dengan syarat dan ketentuan sebagal berikut ;

1. Karena tanah tersebul seluruhnya sudah saya pindah tangankan kepada phhak lain,
Pemerintan, aslam hal ini Badan Peranahan Masional akan memberikan kembail tanah

tersabut kepada Anggota Primikoppeol Wilayah SBesukd ( daftar terfampir ) dengan Hak Milik
pada lokasi konsolidasi Tanah Perkotaan yang telah disenakal bersama.,

2. Berseuia memberikanimenyerahlkan Sumbangan Tenah Untuk Pembangunan { STUP )
sebesar 25 %

Demikian pemyataan ini kaml buat dengan sebenamya uniuk dipakal dasar persiapan
pelaksanaan Konsolidas! Tanah Perkotaan di wilayah tersebut

Saksi — 5&1(5'

I

)

1. SLAMET IRIYANTO,SH

- Tﬁ.ﬂ-..IAE alias !F' NIVWATI
2. ZAINAL ARIFINSH
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Kamil Kepala Kantor Penananan Kabupaten Bondowoesd dengan ini

1. Menyatakan menerima pelepasan hak aias tanah Hak Milik dar Saudara :

Nama : TADJAB alias P, NIWATI
Tempat, Tgl, Lahir  Bondowoso, 18 <132- 1944
Umur (&6 Thn

Pekenaan . Swasta

Alamat : Desa Bataan Kec. Tenggarang
Status Tanan Hak Milik Mo, 216

Nomor Persil -

Letak Tanah Desa ! Bataan

Kecamulan | Tenggarang
Kabupaten  Bondowoso

2. Mengalul behwa pemilik yang telah melepaskan hak alas tanahnys tersebut diatas,
berhak dan akan diberikan kemball tanah yang telah dilepaskan tersebut pads kapling
lokasi yang deepakali bersama kepada anggeta Primkopel Wilayah Besuki dan dengan
uas yang ielah dilepaskan kepada negara setelah dipolong 25 % dar luas tersebut
sebagal peran eerta bagl kepentingan prasarana umum.
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SKET. LOKASI KONSOLIDAS]
TAHAH PERXKOTAAN
Dl DESA BATAANM
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